Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA INSPEKTORAT,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

. a. bahwa sebagai pelaksanaan lebihutlaBgraturan Pemerintah Nomor 38

Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan PemerintahataradA Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan aDad&abupaten/Kota
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentargpr@asi Perangkat
Daerah, perlu membentuk Organisasi dan Tatakerjgpektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga TekmimhDKabupaten
Murung Raya,;

b. bahwa Kabupaten Murung Raya telah menetapkan Pa&natDaerah tentang

Urusan Pemerintah Yang Manejadi Kewenangan Kabopgdteung Raya, yang
digunakan sebagai pedoman dalam penetapan orggmesasgkat daerah sesuai
dengan kebutuhan dan potensi daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalesiad huruf a dan b,

perlu menetapkan Peraturan daerah Kabupaten MRagg tentang Organisasi
dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Panguban Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Murung Raya;

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974tatenm Pokok-pokok Kepegawaian

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor #BnT&999 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentBogok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor T&%bahan Lembaran
Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembeamtukabupaten

Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamardupéten Lamandau,
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, adugiurung Raya dan
Kabupaten Bato Timur di Propinsi Kalimantan Ten@admbaran Negara Tahun
2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180)

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuammgara (Lembaran

Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaranrbdlelgamor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbermmina Negara

(Lembaran Negara Nomor 5, Tambahan Lembaran Nelgaraor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembamtuReraturan

Perundang- Undangan ( Lembaran Negara Tahun 200doN63, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4389);



6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PembéntaDaerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan &emiNegara Nomor
4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-gndamor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggadénghtyndang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-UndangoN@&& Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undd&egnbjaran Negara
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran NegaraoN45438) ;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PembaKgaangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LemBagara Republik Indoesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraoN4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentdmgala Fungsional Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor P@&nbahan Lembaran
Negara Nomor 1547);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentango&ean Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangksgawai Negeri Sipil
Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tah02 Rbmor 33, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4194 );

10.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentamgpn®aEn Satuan Polisi
Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2004 NomorT&8bahan Lembaran
Negara Nomor 4428) ;

11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentamgeR#aan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, @aharbLembaran Negara
Nomor 4578) ;

12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangb&gian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan DaePabvinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentanggeRdaan Uang
Negara/Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomofa&8bahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4738);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentargani®asi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Taambhembaran Negara
Nomor 4741),

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2@&@ang Jenis dan bentuk
Produk Hukum Daerabh;

16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 20@éntang Prosedur
Penyusunan Produk Hukum Daerah;

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 20@htang Lembaran
daerah dan berita Daerah;

18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2@0@7ang Petunjuk Teknis
Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;

19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2@d7ang Pedoman Teknis
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsikdabupaten / Kota ;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 220808 tentang Urusan
Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten MurRaga (Lembaran
Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 58);
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Menetapkan :

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA

dan
BUPATI MURUNG RAYA
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA INSPEKTORAT, BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS
DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

BAB |

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Murung Raya

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusas @tonomi dan
Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluasylaadalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan sebagaimana dimaksud ddlaang-Undang Dasar
Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perariggatah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan di Daerah.

Bupati adalah Bupati Murung Raya.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupateung Raya.

Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daefalbbupaten

Murung Raya yang berbentuk Badan, Inspektorat dartdf.

7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan PolisioR@nPraja Kabupaten
Murung Raya.
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BAB Il

PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Ttakerja Lembaga Teknis
Daerah yang terdiri dari

A. Badan dan Inspektorat :

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungarybtakat;
Badan Lingkungan Hidup;

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Badan Kepegawaian Daerah; dan

Inspektorat Kabupaten.

ouhkwnE

B. Kantor:
1. Kantor Ketahanan Pangan;
2. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Bearotam
3. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Murung Raya;



BAB Il

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Kedudukan
Pasal 3

(1) Badan-Badan Daerah dan Inspektorat adalah unsdukeng, unsur perencana
dan unsur pengawas pemerintah daerah yang beraddadiah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekrefzaerah.

(2) Kantor-Kantor adalah unsur pendukung pemerintahatiagang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SmksdDaerah.

(3) Badan dipimpin oleh Kepala Badan, Kantor dipimoleh Kepala Kantor, dan
Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4
Lembaga Teknis Daerah memypi tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan teknis daerah yang bersifat spesifik ;

Pasal 5

Untuk menyelenggarakarasitersebut Pasal 4, Lembaga Teknis Daerah menipunya

fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkdgnlgi tugasnya ;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemenrdaesah sesuai dengan
lingkup tugasnya ;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai denganditgkasnya ;

d. pelaksanaan tugas lain yang dibekan oleh Bupstieselengan tugas dan
fungsinya ;

Bagian Pertama
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dipidarencanaan Pembangunan,
Penanaman Modal, Penelitian, Pengembangan dastitati

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada PasaBaglan Perencanaan

Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis perencanaan, penanarodal,nitbang dan statistik
sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan olgbatB berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku ;

b. koordinasi dan kerjasama penelitian dan pengemipadigéngkungan pemerintah
Daerah dan lembaga lain serta kegiatan penelitiam pengembangan yang
dilakukan oleh pemerintah di daerah ;
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penyelenggaraan penelitian dan pengembangan aspgkeriftahan dan

pembangunan, aspek sosial politik dan potensi ekodaerah ;

pelaksanaan pengkajian dan analisa kebijaksanaan ;

pengkoordinasian penyusunan perencanaan peuomieam ;

pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang @eraac pembangunan daerah ;

penyusunan rencana pembangunan lima tahun daerah ;

penyusunan program-program tahunan sebagai peksaancana pembangunan

lima tahun ;

melaksanakan pengawasan dan pengendalian ataksgelan kegiatan

penanaman modal ;

j. pelayanan informasi dibidang penanaman modal kepadayarakat melalui
multimedia ;

k. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalianjtonmgn evaluasi dan
pelaporan penyelenggaraan perencanaan, litbangtalastik ;

I. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupesuai dengan tugas dan

fungsinya,

s@ oo

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 8

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari
a. Kepala Badan.
b. Sekretariat, membawahkan :

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang terdiri dari :
1. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan
1) Sub Bidang Litbang Pemerintahan dan Pembanguiaan;
2) Sub Bidang Litbang Analisis dan Data Statistik

2. Bidang Ekonomi Sosial Budaya, membawahkan :
1) Sub Bidang Pendidikan, Mental Spritual dan Kesejaan; dan
2) Sub Bidang Pengembangan Ekonomi, Pariwisata dagkuuimgan Hidup.

3. Bidang Sarana Prasarana dan Pengendalian, mexmkew :
1) Sub Bidang Sarana Prasarana Perhubungan, Infoemdtk Pekerjaan
Umum; dan

2) Sub Bidang Pengendalian Program, Pelaporan darRLatag.

4..Bidang Penanaman Modal, membawahkan :
1) Sub Bidang Promosi dan Kerjasama Investasi; dan

2) Sub Bidang Pengembangan, Perijinan dan Fasilitas

d. Unit Pelaksana Teknis.
e. Kelompok Jabatan Fungsional.



Bagian Kedua

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungis

Pasal 9

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Msyarakat mempunyai tugas
melaksanakan tugas di bidang Kesatuan BangsaikRiai Perlindungan Masyarakat.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada PaBald@n Kesatuan Bangsa, Politik
dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi

a.

perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan BarRsl#ik dan Perlindungan
Masyarakat sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetamleh Bupati
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yangbgrla

koordinasi penyusunan program dan kegiatan fasilith bidang Kesatuan
Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ;

pembinaan dan pengkoordinasian Wawasan KebangsaarPeimbauran, Bela
Negara dan Ketahanan Ideologi Bangsa ;

pembinaan dan pengkoordinasian Penanganan Kordlik Rengawasan Orang
Asing ;

pembinaan dan pengkoordinasian bidang politik, Gisgsi Kemasyarakatan dan
Ketahanan Lembaga Masyarakat ;

pembinaan dan pengkoordinasian Perlindungan Mdsytaralengan kesiagaan
dan penyelamatan terhadap ancanam / bencana ;

perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan rehasiilirelokasi dan rekonstruksi
akibat bencana ;

pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalianjtonmgn evaluasi dan
pelaporan penyelenggaraan Kesatuan Bangsa, Potlik Perlindungan
Masyarakat ;

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 11

Susunan Organisasi Badan Kesatauan Bangsa, RidmikPerlindungan Masyarakat ,
terdiri dari

a.
b.

Kepala Badan.

Sekretariat, membawahkan

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Bidang-bidang, terdiri dari :

1. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahkan :
1) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaannbladivaluasi
dan Pelaporan; dan
2) Sub Bidang Bela Negara dan Ketahanan Ideologi Bangs

2. Bidang Kewaspadaan, membawahkan
1) Sub Bidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Gysing; dan
2) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama antdrdgm



3. Bidang Pembinaan Organisasi Politik dan Kemasydask membawahkan :
1) Sub Bidang Pengembangan dan Fasilitasi Organigaditik dan Pemilu;
dan
2) SubBidang Ormas, Organisasi Profesi dan Ketahararbhga Masyarakat.

4. Bidang Perlindungan Masyarakat (Linmas), membawahka
1) Sub Bidang Penanganan Bencana dan Kedaruratan; dan
2) Sub Bidang Pengembangan dan Pengerahan Potershd®em Sipil dan
perlindungan Masyarakat.

d. Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 12

Badan Lingkungan Hidup melaksanakan tugas di bidang penanganan lingkungan
hidup berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditatapleh Bupati sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Badan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsuyait

a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pengelplgangendalian dan
pencegahan pencemaran, kerusakan, pemulihan sestgan lingkungan hidup
sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan olapatBberdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku ;

b. perencanaan program penataan, pengaturan, pedjadunpengendalian dan
pencegahan pencemaran kerusakan, pemulihan skasgapan lingkungan hidup ;

c. koordinasi pelaksanaan pengelolaan dan pengenddilagkungan hidup,
pencegahan pencemaran/kerusakan, pemulihan skasgap@n lingkungan hidup ;

d. melaksanakan pencegahan, pengendalian, penanggulgencemaran dan atau
kerusakan lingkungan, pengelolaan limbah dan babdmahaya dan beracun ;

e. melaksanaan penataan hukum dan penyelesaian senfjlkgkungan dengan
pengembangan sistem manajemen lingkungan, pelaksam®@IDAL dan
pengembangan teknologi ramah lingkungan ;

f. pembinaan dan pengkoordinasian baku mutu lingkungdnp dan penetapan
pedoman atau kriteria tentang pencemaran dan kemisagkungan hidup ;

g. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalianjtonmay evaluasi dan
pelaporan penyelenggaraan pengendalian lingkunigap h

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 14

Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari :

a. Kepala Badan.

b. Sekretariat, membawahkan :
1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.



c. Bidang terdiri dari :
1. Bidang Peningkatan Kapasitas Mitra Lingkungan, mandhkan :
1) Sub Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia; dan
2) Sub Bidang Penyuluhan Lingkungan.

2. Bidang Penataan Hukum dan Analisis Dampak Lingkapngeembawahkan :
1) Sub Bidang Hukum dan Analisis Dampak Lingkungam da
2) Sub Bidang Penerapan Analisis Dampak Lingkungan.

3. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, memlbawah
1) Sub Bidang Pencemaran Air, Sungai, Tanah dan Udars;
2) Sub Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya deacBn.

4. Bidang Pemulihan Kerusakan Lingkungan, memb&ama :
1) Sub Bidang Pemulihan Kerusakan Air, Hutan, Sudga Tanah; dan
2) Sub Bidang pemulihan Kerusakan KeanekaragamgatiHa

Bagian Keempat

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 15

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desamelaksanakan tugas di bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai kebijaksaaag ditetapkan Bupati
berdasarkan peraturan perundang-undangan yandunerla

Pasal 16

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunygsi f :

a. merumuskan kebijaksanaan Teknis di bidang Pembeaadaylasyarakat dan Desa;

b. membina dan mengkordinasikan Desa, Kelurahan, Kedgaen, Sosial Budaya
masyarakat, usaha ekonomi masyarakat dan teknelogi guna

c. pelaksanaan koordinasi kebijaksanaan pemberdayaasyanakat dalam
pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong ;

d. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalianjtommay evaluasi dan
pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan masyaeakdesa ;

e. pelaksanaan urusan kesekretariatan ;

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 17

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri da
a. Kepala Badan.
b. Sekretariat.

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang - Bidang terdiri dari :
1. Bidang Desa dan Kelurahan, membawahkan :
1) Sub Bidang Pemerintahan Kelurahan, Desa darbaga Adat; dan
2) Sub Bidang Kekayaan dan Kas Desa.



d.

2. Bidang Ketahanan Sosisal Budaya Masyarakalmawahkan
1) Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Peaamc&#embangunan
Partisipatif; dan
2) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.

3. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknolltgpat Guna,
membawahkan :
1) Sub Bidang Rehabilitasi Konservasi dan Pemaafa8@umber Daya Alam;
dan
2) Sub Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Teknbépgit Guna.

4. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, membawahkan :
1) Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyamdmat Lembaga
Keuangan Mikro; dan
2) Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat Miskin.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 18

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan manajemen Pegawai
Negeri Sipil Daerah, Pendidikan dan Pelatihan aedsebijaksanaan yang ditetapkan
Bupati berdasarkan peraturan perundang-undanganbgtaku.

Pasal 19

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi

a.

Perumusan bahan pembinaan dan kebijakan teknisddndp kepegawaian dan
diklat ;

penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan menghimperaturan
perundang-undangan di bidang kepegawaian ;

penyiapan penyusunan peraturan  perundang-undadgarah di bidang
kepegawaian, sesuai dengan norma, standart daredprog/ang ditetapkan
pemerintah ;

penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, peminddhanpemberhentian
pegawai ;

penyiapan dan pelaksanaan pembinaan disiplin damgiatan kesejahteraan
pegawai ;

penyiapan dan penyusunan program peningkatan &sidiegawai Negeri Sipil
Daerah antara lain melalui pendidikan dan pelatihan

pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang diklatruksural, teknis
adminsitrasi/substantif Depdag, fungsional, kemiadsagtan dan teknis sektoral ;

pelaksanaan koordinasi dan bimbingan kelompokgabfaingsional ;

pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalianitonmggy evaluasi dan
pelaporan penyelenggaraan kepegawaian daerahdpgemddan pelatihan ;



Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 20

Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :

a. Kepala Badan.

b. Sekretariat, membawahkan
1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
2. Sub Bagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan.

c. Bidang-bidang, terdiri dari :
1. Bidang Pengembangan dan Pembinaan Aparatur, avegthBan
1) Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Datagae@an; dan
2) Sub Bidang Pengembangan Pegawai dan Pembirzaatar.

2. Bidang Mutasi, membawahkan :
1) Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun; dan
2) Sub Bidang Mutasi Kepegawaian.

3. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, menticarma :
1) Sub Bidang Pendidikan Pelatihan Perjenjangan d&mingkatan
Pendidikan Pegawai; dan
2) Sub Bidang Pelatihan Fungsional, Kursus daatiah Pegawai.

4. Bidang Disiplin dan Kesejahteraan, membawahkan
1) Sub Bidang Disiplin; dan
2) Sub Bidang Kesejahteraan.

a. Unit Pelaksana Teknis.
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam
INSPEKTORAT KABUPATEN

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 21

Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan pengawasan umundagrha
pelaksanaan Pemerintahan di daerah Kabupaten M&aya, pelaksanaan pembinaan
atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksamsan Pemerintahan Desa.

Pasal 22

Inspektorat Kabupaten mempunyai fungsi

a. menyusun perencanaan program pengawasan;

b. melaksanakan pemeriksaan terhadap penyelengg&aerintahan di Daerah
meliputi bidang Pemerintahan, pembangunan, perek@m kesejahteraan rakyat
dan sosial serta pembinaan aparatur;

¢ melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengugan pénilaian pengawasan
terhadap laporan atau pengaduan atas penyimpariganpanyalahgunaan di
bidang Pemerintahan, pembangunan, perekonomiargjakésraan rakyat dan
sosial serta pembinaan aparatur;

d. melaksanakan pelayanan teknis administratiffidagsional;
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Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 23

Inspektorat Kabupaten, terdiri dari

a. Inspektur Kabupaten

b. Sekretariat, membawahkan
1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Inspektur Pembantu, terdiri dari :
1. Inspektur Pembantu Wilayah I membawahkan :
1) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan
2) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintdhan
3) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyamaka

2. Inspektur Pembantu Wilayah 1, membawahkan :
1) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan;
2) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintdaan
3) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyaraka

3. Inspektur Pembantu Wilayah 11l membawahkan :
1) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan;
2) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintdhan
3) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyaraka

4. Inspektur Pembantu Wilayah 1V, membawahkan :
1) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan;
2) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintdhan
3) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyamaka

d. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Fungstaior.

Bagian Ketujuh
KANTOR KETAHANAN PANGAN

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 24

Kantor Ketahanan Pangan melaksanakan tugas di bidang Ketahanan Pangan dan
penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sdeelsijaksanaan yang telah
ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan pangidndangan yang berlaku.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasakdét#tor Ketahanan Pangan
mempunyai fungsi

penyusunan kebijaksanaan teknis di bidandgh&atn pangan ;

melakukan koordinasi di bidang ketahanan pangan

pembinaan dan pengkoordinasian penerapan steshkaiés ketahanan pangan
pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendat@mjtong, evaluasi dan
pelaporan penyelenggaraan ketahanan pangan ;

apop
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Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 26

Kantor Ketahanan Pangan, terdiri dari :

a. Kepala Kantor.

b. Sub Bagian Tata Usaha.

c. Seksi Terdiri dari :
1) Seksi Ketahanan Pangan;
2) Seksi Produksi dan Kerawanan Pangan; dan
3) Seksi Penyuluhan dan Agribisnis.

Bagian Delapan

KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
KELUARGA BERENCANA

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 27

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencea mempunyai tugas di
bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga beeeseanai kebijaksanaan yang
ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundadgngan yang berlaku.

Pasal 28

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Ber@nt@mpunyai fungsi :

a. penyusunan kebijaksanaan teknis program pembendaysaempuan dan
Keluarga Berencana ;

b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidangbperguna pemberdayaan
perempuan dan keluarga berencana yang mencakupeptaghan, kesetaraan
dan keadilan gender, kualitas hidup, ketahanarnakgéy keluarga berencana dan
kesehatan reproduksi, perlindungan perempuan da serta kelembagaan yang
mendukung kemajuan perempuan dan anak ;

c. melakukan koordinasi kegiatan fungsional dengantamss terkait, swasta,
lembaga social dan organisasi masyarakat di bidBegiberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencana ;

d. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembdagditas hidup keluarga ;

e. melaksanakan peningkatan dan pengembangan kesajakétuarga ;

pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalianjtonmgn evaluasi dan

pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan perempu&eldarga berencana ;

-

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 29

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Beranierdiri dari

a. Kepala Kantor.

b. Sub Bagian Tata Usaha.

c. Seksi, terdiri dari
1) Seksi Perlindungan Perempuan dan Tindak Kekerasa
2) Seksi Peningkatan Kesejahteraan, Kualitas HaupPerlindungan Anak; dan
3) Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dah&es Reproduksi.
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Bagian Kesembilan

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 30

Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan tugas pengamanan, ketertiban,
pengawasan pelaksanaan kebijakan Pemerintaharhddamkesemaptaan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 31

Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B, terdiri dari :
a. Kepala Satuan.

b. Sub Bagian Tata Usaha.

c. Seksi terdiri dari :
1) Seksi Patroli dan Operasional ;
2) Seksi Pengembangan Kapasitas Personil; dan
3) Seksi Pengerahan,Pengendalian , Penanggul&epakaran dan Pengelolaan
URC

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksa sebagian tugas Badan,
Inspektorat dan Kantor sesuai bidang keahlian eédoitkihan.

Pasal 33

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimakslaindRasal 32, terdiri
dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Furajsigang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksdd agat (1), dipimpin
oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditujak bertanggung jawab
kepada Kepala Badan, Inspektur dan Kepala Kantor.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud gyada(2), ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaiman dimaksud peada(3), diatur sesuai
dengan ketentuan peraturan Perundang-undangarbgaagu.
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BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 34

(1) Pelaksana Teknis (UPT) Badan Daerah mempunyaidké@um sebagai unsur
pelaksana teknis operasional Badan Daerah.

(2) Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah dipimpin olenasg) Kepala yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati mdédajpala Badan.

(3) Unit Pelaksana Teknis dapat dibentuk setelah memepersyaratan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 35

(1) Bagan Susunan Organisasi Badan - badan, InspekdaratKantor - kantor
Daerah Kabupaten Murung Raya adalah sebagaimarmaladpiran Peraturan
Daerah ini.

(2) Lampiran tersebut ayat (1), merupakan satu kesayaag tidak terpisahkan
dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Ingpékgspektur Pembantu, Kepala
Kantor, Sekretas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian Kepala Seksi serta
pemegang Jabatan Fungsional wajib menerapkan fprkeardinasi, integrasi,

simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal sentgizontal baik dalam lingkungan
Badan, Inspektorat dan Kantor maupun instansi $ssuai dengan tugas pokok
masing — masing.

Pasal 37

(1) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkumgadan / Kantor bertanggung
jawab memimpin dan mengkoordinasikan serta meméerngdetunjuk - petunjuk
pelaksanaan tugas kepada bawahannya masing - masing

(2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkunBadan / Kantor wajib
mengikuti, memenuhi petunjuk - petunjuk dan bertamg jawab kepada
atasannya masing - masing serta menyampaikan fapepat pada waktunya.

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satugarosasi dalam lingkungan
Badan, Inspektorat dan Kantor yang berasal dariabaw, wajib diolah dan
dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan Iepifut serta untuk
memberikan petunjuk - petunjuk kepada bawahan.
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Pasal 38

Para Kepala Bidang dan Sekretaris di lingkungaraBathn Inspektur Pembantu pada
Inspektorat serta Kepala Sub Bagian dan Kepalai $&da Kantor menyampaikan

laporan kepada Kepala Badan, Inspektur dan Kepalatdf, selanjutnya Sekretaris

Badan/Inspektorat dan kepala Sub Bagian Tata Upalda Kantor menyusun dan

mengolah laporan sebagai bahan laporan Kepala Bdaannspektur, Sub Bagian

Tata Usaha pada Kantor menyusun dan mengolah lagéepala Kantor, sebagai

bahan laporan kepada Bupaiti,

BAB VIl
KEPEGAWAIAN
Pasal 39

(1) Kepala Badan, Inspektur dan Kepala Kantor, Seksgtidepala Bidang, Inspektur
Pembantu Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan KepallaBagian serta para
Pejabat Fungsional di lingkungan Badan, Inspektdeat Kantor diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris@lae

(2) Pejabat - pejabat lainnya di lingkungan Badan, ékgpat dan Kantor diangkat
dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan pergp@ramdang - undangan yang
berlaku.

(3) Kepala Badan dan Inspektur Eselon Il.b Kepala Kahktselon lll.a, Sekretaris
dan Inspektur Pembantu pada Inspektorat dan Baselorklll.a, Kepala Bidang
pada Badan Eselon lll.b, Kepala Sub Bagian Ta@hblsKepala Seksi, Kepala
Sub Bidang pada Inspektorat, Badan dan Kantookd¥l.a.

(4) Pembinaan Kepegawaian di lingkungan Badan, Inspakikantor dilakukan oleh

Bupati selaku Pembina Pegawai Negeri Sipil di Kaibeip Murung Raya melalui
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Murung Raya.

Pasal 40
Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunanakegiag di lingkungan Badan,

Inspektorat dan kantor diatur sesuai dengan pemtyperundang-undangan yang
berlaku.

BAB IX

PEMBIAYAAN
Pasal 41

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaastBgdan, Inspektorat dan Kantor
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan BelanjalDidabupaten Murung Raya.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 42

Penataan organisasi perangkat daerah termasuk smangpersonil berdasarkan
Peratruran Daerah ini dilakukan paling lambat tahg@@ Juli 2008.
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BAB Xl

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43
Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Dadrah sepanjang mengenai
pelaksanaannya, termasuk tugas pokok secara ritetiagkan dengan peraturan
Bupati.

Pasal 44
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka RaratiDaerah Kabupaten
Murung Raya Nomor 3 Tahun 2003 tentang PembentGkganisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya, dicabudlidgatakan tidak berlaku lagi.
Serta seagala ketentuan lain yang mengatur hal ganta dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku lagi.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggahdingkan dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Murung Raya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanyselamgan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kahugateng Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 10 Juli 2008

BUPATI MURUNG RAYA,
ttd

WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 10 Juli 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd

LUKMAN SETIAWAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2008 NOMOR 61
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PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA INSPEKTORAT,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

PENJELASAN UMUM.

1. Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badarrféanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Murung Raya berpedoman Padasuran Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahatarad Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaitn/dan Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkatabaserta Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk TeReizataan Organisasi Perangkat Daerabh;

2. Inspektorat, Badan Perencanaan PembangunamalDdan Lembaga Teknis Daerah adalah
unsur pelaksana teknis;

PENJELASAN Pasal demi Pasal.
1. Pasal 1l s.d. Pasal 31 . Cukup Jelas

2. Pasal 32 s.d. Pasal 33 . atdab fungsional dimaksud adalah jabatan fungsional
sesuai keahlian dan kebutuhan.

3. Pasal 34 s.d Pasal 35 . Cukup Jelas

4. Pasal 36 . a. Yang dimaksud dengan “Koordinasialah peran
serta para pemegang jabatan dan pemangku
kepentingan dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya.

b. Yang dimaksud dengan “Integrasi” adalah
penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah
yang dilaksanakan secara terpadu dalam organisasi
perangkat daerah.sesuai dengan norma, prinsip, dan
standar yang berlaku.

c. Yang dimaksud dengan “Simplikasi” adalah
penyederhanaan penataan organisasi perangkat daerah
yang efisien, efektif, rasional dan proporsional.

d. Yang dimaksud dengan “Sinkronisasi” adalah
menyamakan persepsi antar kelompok dalam
organisasi untuk mendapatkan keputusan mufakat
agar berjalan sesuai ketentuan.

5. Pasal 37 s.d. Pasal 45 . Cukup Jelas
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